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w Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (3) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan
DIPA Luncuran (DIPA - L) Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2008 sebagai
Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2009;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); -

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4848);

5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN DIPA LUNCURAN (DIPA - L) PROGRAM
NASIONAL ~ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  (PNPM)
MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2008 SEBAGAI ANGGARAN
BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I
PROGRAM/KEGIATAN YANG DILUNCURKAN DAN
SUMBER PENDANAAN

Pasal 1

(1) Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008
yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008
dapat diluncurkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2009.

(2) Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bantuan langsung
Masyarakat (BLM) yang terdiri dari :

Program Pengembangan Kecamatan (PPK);

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP);

Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertlnggal dan Khusus

(P2DTK).

pe o

Pasal 2

(1) Pendanaan untuk penyelesaian Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) Tahun
Anggaran 2008.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan
dari pagu anggaran belanja :

a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -
Departemen Dalam Negeri, untuk Program Pengembangan
Kecamatan (PPK),

b. Direktorat Jenderal Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum
untuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
dan Program Pengembangan Infrastrutur Perdesaan (PPIP) dan

c. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertmggal dan Khusus
(P2DTK). :
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(3) Peluncuran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat
. (PNPM) Mandiri dicantumkan dalam APBN-P Tahun Anggaran
2009. :

"BABII
TATA CARA PENGESAHAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 3

(1) Setelah Tahun Anggaran 2008 berakhir, Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja membuat Daftar Rincian Program/Kegiatan yang
diluncurkan untuk masing-masing Satuan Kerja (Satker) sesuai dengan
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1
Peraturan Menteri Kevangan ini.

(2) Daftar Rincian Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat N
disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
paling lambat tanggal 8 Januari 2009 untuk dicocokkan dengan data
realisasi pada KPPN dimaksud.

(3) KPPN meneruskan Daftar Rincian Program/Kegiatan sebagai konsep
DIPA Luncuran (DIPA-L) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan paling lambat tanggal 16 Januari 2009.

(4) Berdasarkan Konsep DIPA-L yang telah ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Luncuran (SP-
DIPA-L) Tahun Anggaran 2009 untuk DIPA PNPM Mandiri paling
lambat tanggal 30 Januari 2009, dengan menggunakan format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan
ini.

(5) Kepala Kantor Wilayah Dircktorat Jenderal Perbendaharaan
mengirimkan DIPA-L sesuai peruntukannya.

(6) Direktur Jenderal Perbendaharaan menghimpun dan menyampaikan data
DIPA-L kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan
RUU APBN-P paling lambat tanggal 6 Februari 2009.

BABIII
BATAS WAKTU PENCAIRAN DANA

Pasal 4

Batas waktu pengajuan permintaan pencairan dana Program/Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah tanggal 30 April 2009.

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
JAEPUBLIK [INDONESIA

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab
sepenuhnya atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2009.

(2) Laporan keuangan atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2009
disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
bersamaan dengan laporan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2009
semester | Tahun 2009 sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperiukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pesbendaharaan.

Pasal 7
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI KEUANGAN
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya, SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro Umum ‘ —

L.
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DAFTAR RINCIAN DIPA-L TA 2009
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(DALAM RUPIAH)

S

LAMPIRAN |

PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 240/PMIC.05/2008 TENTANG PENYUSUNAN
& PELAKSANAAN DIPA LUNCURAN (DIPA-L) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2008 SEBAGAI ANGGARAN
BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor SP aaaa.bicco-dd.e/-igggg 1N
Kode dan Nama Satker (999959) FOORCUOOOCOOCOROUOOK. (2) ‘
K Sub K BKPK | Volumer " B ANTUAN JUMLAH | Lokasif csat::rangeerng:;:{u
No. ode Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan, K Volume i SELURUH | KPPN !
Satuan PEGAWAI | BARANG | MODAL SoSiAL | LAIN-LAN Register
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i
XX () {4) XXX Y YYYYYYYYYYYYYYYyyyy  (7) {10) 999,999 99,999 999,999 999,999 999,999 999,899 wx |(12)
(5) XU XXX YYYYYYYYYYYYYYYYY & 999,999 999,999 999,099 999,099 999,990 999,999 999,099{(11) X 000000
(8) XXX YYYYYYYYYYYYYYYYY (9) 599,909 599,999 599,999 999;998| 999,999 999,999
(13}
(14)
JUMLAH 999,999 999,999 999,989 999,999 999,809 999,998
MENGETAHUI : ) eevneesren . 2008 {17)
KEPALAKPPN ......oiiiiveeieen AN, MENTERI
KEPALA -

HOOQOOOOOOOOCOOOXK. (15)
NIP. YYYYYYYYYYYYY (16}

SCOCOOOOCCOCECOOOOKX. (18)

NIP. YYYYYYYYYYYYY (19)
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CARA PENGISIAN DAFTAR RINCIAN DIPA-L
TAHUN ANGGARAN 2009

Daftar rincian DIPA-L tahun anggaran 2009 berisi informasi untuk masing-masing

Satuan Kerja baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing
jenis belanja dan akun dengan cara pengisian sebagai berikut :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
- (18)
(17}

(18)
(19)

Diisi dengan Nomor SP DIPA

Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker

Diisi dengan Nomor Urut

Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan -
Diisi dengan Kode: Sub Kegiatan

Diisi dengan Kode BKPK / Kelompok Akﬁn

Diisi dengan Uraian Kegiatan

Diisi dengan Uraian Sub Kegiatan

Diisi dengan Uraian

- Diisi dengan Volume/Satuan

Diisi dengan Kode Lokasi dan kode KPPN

Diisi dengan Sumber Dana / Cara Penarikan dan Register PHLN
Diisi dengan Pagu per Jenis Belanja dalam Rupiah

Diisi dengan Total Pagu per Jenis Belanja

Diisi dengan Nama Kepala KPPN

Diisi dengan NIP Kepala KPPN

Diisi dengan Kota dan Tanggal

Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangén (Kepala Satker/KPA)
Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)
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LAMPIRAN Il
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMCR 240/PMK.05/2008 TENTANG PENYUSUNAN

YAAN
& PELAKSANAAN DIPA LUNCURAN (DIPA-L) PROGRAM NASIONAL PEMBERDA'
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2008 SEBAGAI ANGGARAN
BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2009
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : I (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LUNCURAN
TAHUN ANGGARAN 2009 6N
NOMOR : aaaa.b.l./ccc-dd.e/fif/gggg (2}

Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran :

1. Departemen / Lembaga N ¢ 44 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (3)

2. Unit Organisasi (00 Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 4

3. Propinsi N ¢4 YYYYYYYYYYYYYYYYY Y YYYYYYYYYY {5)

4. Kode f Nama Satker 1 (000000 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY {6)

Sebesar- i Rp. 999.999.995.999 (7) (FFRCOOCOCOOOORNO0OOOX0OOCO0O0CCO000000COC0CH**)  (8)
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut; :
Kode dan Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan : Jumiah Uang
XX PYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (%) Rp 999,999,999,999
KX YOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (10) Rp 999,999,999,999
LXK YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (11) Rp 999,999,999,999
SOLXLXX 00K Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (12} Rp 999,999,999,999  (13)

Sumber dana berasal :

1. Rupiah Murni Rp 999,999,999,099  (14)
2. PNBP Rp 999,999,999,999 (15)
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp 999,999,999,999
- Hibah Rp 999,999,999,999  (16)
- Pinjaman Luar Negeri Rp 999,999,999,999 (17)

Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera datam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran {DIPA-L} terlampir. Pencairan dana dilakukan mefalul Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di ©

1 YYYYYYYYYYYYYYYY (18) (19) (e 999.999,999.959 (20)
2. .
3
4,
5
Surat Pangesahan ini berlaku sebagal dasar pencairan dana oleh KPPN. Perhitungan biaya dan penggunaan dana yang XXC0O0000000CK,  30L XCDOCOCO XXX
tertuang dalam DEIPA-L sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. A.N. MENTERI KEUANGAN RI
DIPA-L ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 30 April 2009. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
. . KEPALA KANWIL ......... DITJEN PBN
YYYYYYYYYYYYYYYYY (21)

NIP. X00000CCO00OXKX (22}
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CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN DIPA-LUNCURAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA-L. Cara
sengisian DIPA-L sebagai berikut :
(1) - Diisi dengan Tahun Anggaran
(2)  Diisi dengan Nomor SP DIPA-L d_engan ketentuan sebagai berikut :

e aaaa Nomor SP DiPA-L
) b Nomor revisi
L. Kode yang menunjukkan DIPA Lanjutan
- cee-dd Kode Kementerian/Lembaga-Kode Unit Organisasi
e Kode dekon (1=KP;2=KD;3=DK;4=TP)
fit Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan
ggag Tahun Anggaran

(3)  Diisi dengan Kode Kementerian/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian/
Lembaga '

(4)  Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi
(5) Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi
(6)  Diisi dengan kode/nama satker diikuti dengan uraian satker
(7)  Diisi dengan jumlah pagu dengan angka l
(8)  Diisi dengan jumlah pagu dengan huruf
) Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi
_/ (10)  Diisi dengan kode sub fungsi dilkuti dengan uraian sub fungsi
(11)  Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian program
(12)  Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian sub kegiatan
(13)  Diisi dengan jumlah Pagu untuk fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan
(14)  Diisi dengan jumiah Pagu Rupiah Murni (RM)
(15)  Diisi dengan jumlah Pagu PNBP (tidak perlu diisi)
(16)  Diisi dengan jumlah Pagu hibah luar negeri
(17)  Diisi dengan jumlah Pagu pinjaman luar negeri
(18)  Diisi dengan nama KPPN
(19)  Diisi dengan kode KPPN
(20)  Diisi dengan jumiah uang untuk KPPN terkait

(21)  Diisi dengan nama penanda tangan SP
(22) * Diisi dengan NIP penanda tangan SP
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